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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

NOMOR 22/BKPSDMD/2026 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN 

MERANGIN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Kabupaten Merangin yang berdasarkan 

pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia 

tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Udang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan tentang Standar Pelayanan pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Kabupaten Merangin; 

 



 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6960); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Administrasi Pemrrintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 649); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 



 

 

2017 Nomor 599); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 765); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 

10);  

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 

Nomor 15); 

   

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan

  

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG STANDAR PELAYANAN 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN. 
 

KESATU : 

 

Menetapkan Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten 

Merangin sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU 

adalah: 

1. Pengajuan Pelayanan Jabatan Fungsional 

2. Pengajuan Pelayanan Pengajuan Bantuan Sosial Uang Duka 

Dan Tali Asih Korpri 

3. Pengajuan Pelayanan Kenaikan Gaj Berkala 

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional 

5. Pengajuan Pelayanan Pemberian Ujian Dinas dan Ujian 

Penyesuaian Ijazah 

6. Pengajuan Pelayanan Pemberian Cuti ASN 

7. Pengajuan Pelayanan Kenaikan Pangkat 

8. Pengajuan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Dan Pelatihan 

Dasar CPNS 

9. Pengajuan Pelayanan Pindah Instansi/Mutasi antar Instansi 

10. Pengajuan Pelayanan Pindah Instansi/Mutasi antar OPD  

11. Pengajuan Pelayanan Pengajuan Pensiun 

12. Pengajuan Permohonan Peninjauan Masa Kerja 

13. Pengajuan Pelayanan Pemberian Tugas Belajar 



 

 

14. Penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional  

15. Penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator 

16. Penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

17. Pengajuan Pelayanan Diklat Teknis dan Fungsional 

KETIGA : 

 

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten 

Merangin sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA 

merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat 

pelaksana administrasi dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari keputusan ini.  

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan. 

 
 

 Ditetapkan di Bangko 

Pada tanggal 10 Agustus 2026 
KEPALA BADAN  

 
 
 

 
H. FERDI FIRDAUS, S.Sos. ME 
PEMBINA UTAMA MUDA  

NIP. 19710626 199201 1 002 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1. Bupati Merangin. 

  



 

 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUBMBER DAYA MANUSIA 

DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

NOMOR 22/BKPSDMD/2026 

TENTANG  

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

 
 
 
 
 
 
 

BENTUK DAN SUSUNAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

KABUPATEN MERANGIN 

 
 

1. Pelayanan Jabatan Fungsional 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS sebagaimana telah 

diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; 

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);  

• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang 

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan 

Layanan Digital Nasional; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Pengusulan, Penetaan, dan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 

Sipil; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Jabatan Fungsional; 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan 

Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan  

• Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Merangin. 

 

2. Syarat • Surat usul/pengantar dari OPD 

• SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir; 



 

 

• Ijazah dan transkrip nilai; 

• E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) 

tahun terakhir; 

• Penetapan Angka Kredit (PAK Awal); dan 

• Syarat lainnya apabila diperlukan. 

 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Verifikasi Berkas oleh Tim Verifikator SIJAFUNG 

• Pengusulan Berkas ke BKN 

• Permohonan Persetujuan SK Bupati melalui 

SEKRETARIAT Daerah; 

• Penerbitan Petikan SK Jabatan Fungsional. 

4. Waktu Penyelesaian  Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan Petikan SK Jabatan Fungsional 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD 

Kabupaten Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, Prasarana dan 

Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi Pelaksana • SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 

• SDM yang memiliki keterampilan mengelola data 

kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, 

bertanggungjawab, serta santun kepada pihak 

yang lain. 

10. Jumlah Pelaksana Minamal 3 (tiga) Orang Petugas. 

11. Pengawasan Internal • Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
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Pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya 

dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan Khusus Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

  



 

 

2. Pelayanan Pengajuan Bantuan Sosial Uang Duka Dan Tali Asih Korpri 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Mengatur ketentuan umum mengenai 

keuangan dan kekayaan KORPRI, Termasuk 

keabsahan penerikan iuran Anggota Korpri. 

• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) KORPRI 

• Hasil rakor antara DP Korpri dengan OPD tahun 

2020. 

2. Syarat Syarat Talih Asih 

• Surat usul/pengantar dari OPD 

• SK Pensiun 

• Kartu Korpri, Karpeg dan KTP 

• Bukti Potongan Korpri 

• No Hp 

• Syarat lainnya apabila diperlukan. 

Syarat Uang Duka 

• Surat usul/pengantar dari OPD 

• Surat Kematian Almarhum/Almarhumah 

• Kartu Korpri/ KTP 

• Surat Keterangan Ahliwaris 

• KK Almarhum/almarhumah 

• No HP 

• Syarat lainnya apabila diperlukan. 

 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Verifikasi Berkas oleh Tim Verifikator  

• Pengajuan Pencaiaran ke Ketua DP Korpri  

• Penarikan oleh pengurus, di BANK BPD Jambi 

• Penyaluran Uang Duka dan Tali Asih Oleh 

Admin Korpri ke anggota Korpri yang purna 

tugas dan meningal dunia. 

4. Waktu Penyelesaian  Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan Bantuan Sosial Uang Duka dan Tali Asih Korpri 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD 

Kabupaten Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, Prasarana dan 

Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 
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• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi Pelaksana • SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 

• SDM yang memiliki keterampilan mengelola 

data kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, 

terbuka, bertanggungjawab, serta santun 

kepada pihak yang lain. 

10. Jumlah Pelaksana Minamal 3 (tiga) Orang Petugas. 

11. Pengawasan Internal • Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini 

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, 

selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk 

menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan Khusus Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

  



 

 

3. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara 

• Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang 

perubahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 

2001 tentang Kenaikan Gaji Bekala 

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang 

merupakan perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS 

• Perpres No. 11 Tahun 2024 (perubahan atas 

Perpres No. 98 Tahun 2020) tentang Gaji dan 

Tunjangan PPPK 

2. Syarat • Surat usul/pengantar dari OPD 

• SK CPNS,  

• SK Pangkat terakhir; 

• SK Berkala Terakhir 

• SK PMK (jika ada) 

• SKP 1 th terakhir 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Bahan Diterima Oleh Petugas Adminisrasi 

kepegawaian/Staf Pelaksana yang membidang 

Kenaikan Gaji Berkala di Bidang kepegawaian 

• Mengumpulkan dan memeriksa, Kelengkapan 

Berkas Bahan Berkala Mengumpulkan dan 

memeriksa kelengkapan berkas 

• Operator menginput dan mencetak draf SK 

Kenaikan Gaji Berkala 

• Staf Pelaksana Penelaah analis Kebijakan 

Mengoreksi dan memberi stempel paraf pada 

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS dan 

menyerahkannya pada atasan. 

• Untuk golongan III/d kebawah Data Pemohon 

diinput oleh operator, diverifikasi oleh Kabid, dan 

Draf Surat Keputusan ditandatangani Kepala 

BKPSDM; 

• Untuk golongan IV Data Pemohon diinput oleh 

operator, diverifikasi oleh Kabid, dan Kepala 

BKPSDM, Draf Surat Keputusan dinaikan ke 

Sekretaris Daerah untuk ditandatangani; 

• Mengagendakan dan memberi nomor surat 

keluar serta melakukan penggandaan Kenaikan 

Gaji Berkala (KGB) PNS,  

• Surat Keputusan diserahkan kepada Pemohon. 

4. Waktu Penyelesaian  Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 



 

 

6. Produk Layanan Petikan SK Kenaikan Gaji Berkala 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD 

Kabupaten Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, Prasarana dan 

Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi Pelaksana • SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 

• SDM yang memiliki keterampilan mengelola data 

kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, 

terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada 

pihak yang lain. 

10. Jumlah Pelaksana Minamal 3 (tiga) Orang Petugas. 

11. Pengawasan Internal • Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini 

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, 

selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk 

menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan Khusus - 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 
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4. Pelayanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS sebagaimana telah 

diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; 

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE);  

• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 

tentang Percepatan Transformasi Digital dan 

Keterpaduan Layanan Digital Nasional; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetaan, 

dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 

3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan 

Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan  

• Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Merangin. 

• Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 1 Tahun 2026: Panduan resmi 

penyelenggaraan uji kompetensi untuk 

Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, 

Asesor SDM Aparatur, Auditor Manajemen 

ASN, dan Pranata SDM Aparatur 

 

2. Syarat • Surat Keterangan Integritas dan Moralitas  

• SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir; 

• Ijazah dan transkrip nilai; 

• E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) 

tahun terakhir; 

• Syarat lainnya apabila diperlukan. 

 

 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Verifikasi Berkas oleh PIC UKOM 

• Pengusulan Berkas ke BKN 

• Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi 

4. Waktu Penyelesaian  Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 



 

 

6. Produk Layanan Sertifikat Uji Kompetensi 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD 

Kabupaten Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, Prasarana dan 

Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi Pelaksana • SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 

• SDM yang memiliki keterampilan mengelola 

data kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, 

terbuka, bertanggungjawab, serta santun 

kepada pihak yang lain. 

10. Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang Petugas. 

11. Pengawasan Internal • Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini 

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu 

tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan 

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 

kinerja pelayanan. 

 

 

 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan Khusus Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

mailto:bkd.merangin@gmail.com


 

 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

  



 

 

5. Pelayanan Pemberian Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil 

c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 

2013 tentang Badan kepegawaian Negara  

d. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 

Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh 

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara  

 

2 Persyaratan Pelayanan a. Surat Pengusulan dari Pimpinan 

OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta 

b. Biodata Calon Peserta 

c. Pas Photo latar belakang merah 

ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar 

untuk Ujian Dinas Tingkat I, II dan latar 

belakang biru ukuran 3x4 sebanyak 3 

(tiga) lembar untuk Ujian Penyesuaian 

Ijazah 

d. Photocopy SK Pangkat Terakhir 

dilegalisir Kepala OPD / atas nama 

Kepala OPD 

e. Photocopy SK Jabatan Terakhir 

dilegalisir Kepala OPD / atas nama 

Kepala OPD 

f. Photocopy SKP 2 (dua) Tahun 

terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas 

nama Kepala OPD 

g. Photocopy Ijazah dan Transkip Nilai 

yang telah dilegalisir kampus (untuk 

ujian penyesuaian ijazah) 

h. Photocopy Surat Izin Belajar / SK 

Tugas Belajar, kecuali yang ijazahnya 

diperoleh sebelum diangkat sebagai 

Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat 

Keterangan dari Pejabat Eselon II yang 

membidangi kepegawaian (untuk ujian 

penyesuaian ijazah) 



 

 

i. Karya Tulis (Khusus bagi Pejabat 

Eselon III/peserta Ujian Dinas Tingkat II, 

judul disesuaikan dengan Tupoksi kerja 

masing-masing peserta Ujian dinas) 

j. Penerimaan Berkas Usulan Ujian 

dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 

dalam bentuk softcopy disampaikan 

dalam flashdisk dengan ketentuan : 

- Pas Photo format jpg. Ukuran 

maksimal 1 MB 

- SK Pangkat Terakhir format pdf. 

(scan) ukuran maksimal 1 MB 

- SK Jabatan Terakhir format pdf. 

(scan) ukuran maksimal 1 MB 

- SKP 2 (dua) Tahun Terakhir format 

pdf. (scan) ukuran maksimal 1 MB 

- Surat Pengusulan dari Pimpinan 

OPD format pdf. (scan) ukuran maksimal 

1 MB 

-  

Catatan : Masing-masing berkas di atas 

tidak boleh di satukan ex. Setiap berkas 

1 file dalam 1 folder 

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Pemohon mengajukan Pengusulan 

Ujian Dinas TK I II dan Ujian Penyesuain 

Ijazah dari Pimpinan OPD kepada 

BKPSDMD  

b. Menerima berkas usul permohonan 

Ujian Dinas TK I II dan Ujian Penyesuain 

Ijazah dari Pimpinan OPD dan 

mendisposisikan sesuai alur surat- 

menyurat sampai kepada Kepala Bidang 

PSDM 

c. Kepala Bidang memberikan 

disposisi/ menugaskan pegawai yang 

berkompeten untuk melakukan verifikasi 

dan validasi data 

d. Penginputan Berkas ke Sistem 

Aplikasi Ujian Dinas Tingkat I II dan 

Ujian Penyesuaian Ijazah (MST) 

e. Pelaksanaan tes CAT dan 

Wawancara  

f. Proses selanjutnya adalah 

penerbitan Bukti Lulus (sertifikat) 

4 Jangka Waktu Penyelesaian ± 3 Minggu  

5 Biaya / Tarif PNBP Rp.150.000  

6 Produk Pelayanan Bukti Lulus (sertifikat)  



 

 

7 Penanganan, Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran, dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak 

langsung melalui Subkoor 

Pengembangan Karir dan Kesejateraan 

Pegawai BKPSDMD atau langsung ke 

pemroses 

 

8 

 

Sarana Prasarana dan/atau 

Fasilitas 

a. Alat Tulis Kantor 

b. Komputer 

c. Printer 

 

 

 

9 

 

 

 

Kompetensi Pelaksana 

a. Memahami Peraturan dan 

Perundangan-undangan yang berlaku 

b. Terampil mengoperasikan komputer 

dan teknologi informasi 

c. Mampu bersikap sopan, ramah dan 

komunikatif 

d. Disiplin dan taat waktu pelayanan 

e. Paham akan tupoksi dan 

mengetahui rincian tugas terkait 

pelaksanaan pekerjaan 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Subkoor 

Pengembangan Karir dan Kesejahteraan 

Pegawai, Kepala Bidang PSDM, 

Sekretaris Sampai Kepada Kepala 

BKPSDMD, Bagian Hukum, Sekretaris 

Daerah, dan Bupati. 

11 Jumlah Pelaksana a. Dari BKN Palembang : 4 Orang 

b. UPT BKN Jambi : 3 Orang 

c. Dari BKPSDMD : 6 Orang 

12 Jaminan Pelayanan a. Adanya Standar Operasional Prosedur 

b. Adanya Kode Etik Pegawai 

c. Tidak ada Diskriminasi terhadap 

pemohon 

13 Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 

a. Setiap identitas pemohon akan dijaga 

kerahasiaannya 

b. Jika dalam berkas permohonan ada 

kekurangan atau membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut jika terdapat nomor telepon 

pemohon, maka akan dihubungi lewat 

telepon 

c. Apabila Piagam Ujian Dinas Tingkat I II 

dan Ujian Penyesuaian Ijazah sudah 

diterbitkan namun belum diambil, akan 

disimpan terlebih dahulu sampai pemohon 

mengambilnya, Jika belum diambil maka 

akan dihubungi melalui telpon lewat Bagian 

Kepegawaian OPD Pemohon 



 

 

14 Waktu Pelayanan a. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.30 

b. Jumat jam 08.00 s/d 11.30 

c. Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional 

dan Cuti Bersama Libur 

15 Evaluasi Kinerja Pelaksana d. Rapat koordinasi intern rutin 

setiap bulan terkait program kegiatan, 

sosisalisasi, dan pelayanan 

  



 

 

 

6. Pelayanan Pemberian Cuti ASN 

NO KOMPONEN URAIAN 

 

 

 

1 

 

 

 

Dasar Hukum 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil 

b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata 

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja. 

 

 

2 

 

 

Persyaratan Pelayanan 

a. Cuti Tahunan 

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat 

Daerah; 

2. Surat Permohonan Cuti ybs. Kepada 

atasannya; 

3. FC SK Pangkat Terakhir; 

4. Rekap Absen 3 (tiga) bulan terakhir. 

b. Cuti Besar Haji 

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat 

Daerah; 

2. Surat Permohonan Cuti ybs. Kepada 

atasannya; 

3. Surat Keterangan dari Biro Haji/ Kemenag; 

4. Kwitansi pelunasan bagi haji; 

5. FC SK Pangkat Terakhir. 

c. Cuti Sakit 

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat 

Daerah; 

2. Surat Permohonan Cuti ybs. Kepada 

atasannya; 

3. Surat Keterangan dokter/ tim penguji 

kesehatan/ resume medis/ visum et repertum; 

4. FC SK Pangkat Terakhir. 

d. Cuti Melahirkan 

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat 

Daerah; 

2. Surat Permohonan Cuti ybs. Kepada 

atasannya; 

3. Surat Keterangan dokter/ HPL (Hari 

Perkiraan Lahir); 

4. FC Kutipan Akta Nikah/ Surat Nikah; 



 

 

5. FC SK Pangkat Terakhir. 

e. Cuti Karena Alasan Penting 

Diberikan pada PNS apabila keluarga sakit keras 

atau meninggal dunia (untuk mengurus hak- hak 

dari anggota keluarga tsb.), melangsungkan 

pernikahan 

f. Cuti di Luar Tanggungan Negara 

2. Permohonan CLTN; 

3. Alasan CLTN; 

4. FC. sah Surat Keputusan CPNS; 

5. FS. sah Surat Keputusan PNS; 

6. FC. sah Surat Keputusan SK Pangkat 

terakhir. 

g. Cuti Bersama 

Ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan tidak 

megurangi hak atas cuti tahunan. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Sistem,Mekanisme 

dan Prosedur 

a. BKPSDMD menerima surat permohonan dari 

OPD; 

b. Diketahui oleh Kepala BKPSDMD; 

c. Diteruskan ke Sekretaris BKPSDMD untuk 

dibagi sesuai tugas dan fungsi bidang BKPSDMD; 

d. Berkas diterima oleh Kabid PSDM untuk 

diteruskan ke Subkoor Pengembangan dan 

Kesejateraan untuk diproses oleh pegawai yang 

diberikan wewenang; 

e. Ajuan diterima oleh subkoor untuk bisa di 

proses oleh pemroses; 

f. Berkas di klasifikasikan sesuai cuti yang 

diajukan; 

g. setelah dipilah sesuai dengan yang diajukan 

maka ijin cuti baru dapat di proses; 

h. pegawai yang diberikan wewenang akan 

melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan 

berkas; 

i. ijin cuti dapat di proses; 

j. surat ijin cuti dinaikkan ke Subkoor 

Pengembangan Karir dan Kesejateraan Pegawai 

untuk kemudian dinaikkan ke Kabid PSDM; 

k. setelah surat dari Kabid baru dinaikkan ke 

Sekretaris BKPSDMD; 

l. Surat ditandatangani oleh Kepala BKPSDMD; 

m. Apabila cuti pegawai golongan IV (empat) dan 

Umroh ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

n. Setelah suat ijin cuti ditandatangani oleh 

kepala BKPSDMD kemudian diberikan Nomor 

Surat di bagian sekretariat BKPSDMD; 

o. Surat ijin cuti dapat diserahkan ke OPD 

melalui kepegawaiannya. 



 

 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

± 5 (lima) hari kerja 

5 Biaya / Tarif Rp. 0 (Gratis) 

6 Produk Pelayanan a. Surat Ijin Cuti Melahirkan 

b. Surat Ijin Cuti Tahunan 

c. Surat Ijin Cuti Alasan Penting 

d. Surat Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara 

(CLTN) 

e. Surat Ijin Cuti Sakit 

f. Surat Ijin Cuti Besar Haji 

 

7 

 

Penanganan,Pengaduan

, Saran dan Masukan 

Aduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 

langsung maupun tidak langsung melalui 

Subkoor Pengembangan Karir dan Kesejateraan 

Pegawai BKPSDMD atau langsung ke pemroses 

 

8 

 

Sarana,Prasarana dan 

Fasilitas 

a. Alat Tulis Kantor 

b. Komputer 

c. Printer 

 

 

9 

 

 

Kompetensi Pelaksana 

a. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi. 

b. Mampu bersikap sopan, ramah dan 

komunikatif. 

c. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

d. Paham akan tupoksi dan mengetahui 

rincian tugas terkait pelaksanaan pekerjaan. 

 

10 

 

Pengawas Internal 

 

Berjenjang mulai dari Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian, Kepala Bidang, Sekretaris Sampai 

Ke Kepala Dinas 

 

11 

 

Jumlah Pelaksana 

a. Petugas Front Office : 2 Orang 

b. Jabatan Fungsional : 2 Orang 

c. Jabatan Pelaksana : 1 Orang 

 

12 

 

Jaminan Pelayanan 

a. Adanya Standar Operasional Prosedur 

b. Adanya Kode Etik Pegawai 

c. Tidak ada Diskriminasi terhadap pemohon 

 13  Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

 Melalui Aplikasi SICUTI : https://bioqu.id/SICUTI  

14 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

a. Setiap identitas Pegawai akan dijaga 

kerahasiaannya 

b. Jika dalam berkas permohonan ada nomor 

telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat 

telepon 

15 Waktu Pelayanan a. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.30 

b. Jumat jam 08.00 s/d 11.30 

c. Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

16 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan 

https://bioqu.id/SICUTI


 

 

tertait program kegiatan dan pelayanan 

  



 

 

7. Pelayanan Kenaikan Pangkat 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dicabut 

dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

• Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden 

Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian 

dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan 

Ruang IV/c ke Atas; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan 

Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

494); 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 660); 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur 

Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 765); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 



 

 

• Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 

Thaun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 

• Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah 

Kabupaten Merangin tahun 2023 Nomor 15); 

2. Syarat A. Kenaikan Pangkat Reguler/Pelaksana/Otomatis 

Telah 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat terakhir. 

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat 

Daerah;  

2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;  

3. Fotocopy KPE/KARPEG dilegalisir;  

4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir  

5. SK Pindah Tugas (jika ada);  

6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);  

7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai 

yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;  

8. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Penyesuaian 

Ijazah bagi yang pindah golongan;  

9. Bagi yang pertama kali naik pangkat, 

melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan 

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);  

10. Fotocopy SK Jabatan Pelaksana;  

11. Fotocopy Konversi NIP;  

12. Fotocopy SK Sumpah PNS;  

13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas 

(STLUD)/Penyesuaian Ijazah (STLUPI) bagi 

yang pindah golongan dilegalisir;  

14. Surat keterangan atasan langsung dan data 

profil atasan langsung apabila ada pindah 

tugas dan atasannya berganti;  

15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli).  

 

B. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 

Telah 2 (dua) tahun dari kenaikan pangkat terakhir 

dan telah tercukupi Angka Kredit Kumulatif. 

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat 

Daerah;  

2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;  

3. Fotocopy KPE/KARPEG dilegalisir;  

4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir  

5. SK Pindah Tugas (jika ada);  

6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);  

7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai 

yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;  

8. Fotocopy NUPTK (bagi Guru);  

9. Bagi yang pertama kali naik pangkat, 

melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan 

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 



 

 

10. Sertifikat Diklat bagi JF yang diangkat pertama 

kali dalam Jabatan Fungsional;  

11. SK pengangkatan pertama JF bagi 

pengangkatan pertama yang akan KP 

dilegalisir;  

12. SK pengangkatan kembali bagi selesai tugas 

belajar atau diberi jabatan lain dilegalisir;  

13. SK kenaikan Jabatan Fungsional bagi yang 

akan perpindahan jenjang jabatan;  

14. SK Tugas Belajar dilegalisir (jika tugas belajar);  

15. PAK Asli Konvensional Penilaian s.d. Desember 

2022;  

16. PAK Integrasi;  

17. PAK asli angka kredit hasil konversi predikat 

kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024;  

18. PAK Konversi 2025 (jika ada penilaian di bulan 

berjalan Tahun 2025);  

19. Surat Pernyataan Keabsahan PAK asli 

ditandatangani Pejabat Penetap PAK;  

20. Sertifikat Uji Kompetensi bagi JF yang akan 

naik jenjang;  

21. Asli Klarifikasi PAK yang akan naik pangkat ke 

golongan IV/c ke atas;  

22. Surat pernyataan pelantikan dalam jabatan 

bagi pejabat fungsional yang diangkat dalam 

jabatan fungsional Tahun 2017 ke atas;  

23. Surat keterangan atasan langsung saat ini dan 

data profil atasan langsung saat ini apabila ada 

pindah tugas dan atasannya berganti;  

24. Fotocopy Konversi NIP;  

25. Fotocopy SK Sumpah PNS;  

26. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli). 

 

C. Kenaikan Pangkat Struktural/Pilihan 

Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya 

dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, atau 

telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada 

saat yang bersangkutan dilantik walaupun belum 1 

(satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya. 

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat 

Daerah;  

2. SK CPNS, PNS dan SK KP terakhir dilegalisir;  

3. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir  

4. SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas 

dilegalisir;  

5. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);  

6. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai 

yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;  

7. Fotocopy Konversi NIP;  

8. Fotocopy SK Sumpah PNS;  

9. SK jabatan terakhir dan Surat Pernyataan 



 

 

Pelantikan dilegalisir, serta SK jabatan mulai 

dari pangkat terakhir dan Surat Pernyataan 

Pelantikan dilegalisir;  

10. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan 

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 

dilegalisir;  

11. Sertifikat Penjenjangan (STLUD/Diklat PIM) 

dilegalisir;  

12. SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional (jika 

sebelum diangkat ke Jabatan Administrasi 

menduduki Jabatan Fungsional);  

13. Fotocopy pengumuman akhir 3 besar hasil 

seleksi terbuka dan fotocopy surat rekomendasi 

KASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang 

diangkat melalui seleksi terbuka JPT;  

14. Surat keterangan atasan langsung yang 

ditandatangani Kepala OPD;  

15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;  

16. Surat Bebas Kasus dari Kepala OPD (bagi 

Golongan IV). 

 

D. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

Telah 1 (satu) tahun dari kenaikan pangkat terakhir. 

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat 

Daerah;  

2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;  

3. Fotocopy KPE/KARPEG;  

4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir  

5. SK Pindah Tugas (jika ada);  

6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);  

7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai 

yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;  

8. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah 

(STLUPI) bagi yang pindah golongan dilegalisir;  

9. Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh 

pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi);  

10. Surat izin belajar/SK tugas belajar (Asli);  

11. SK pengakhiran tugas belajar (Asli);  

12. Akreditasi BAN-PT dilegalisir;  

13. SK pemberhentian Fungsional Sementara bagi 

yang melaksanakan tugas belajar dilegalisir;  

14. SK pengembalian tugas belajar dari kampus 

(Asli);  

15. Fotocopy SK Penempatan Kembali;  

16. Asli Surat Keterangan Kuliah Reguler dari 

Kampus (izin belajar);  

17. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang 

relevan sesuai dengan tupoksi dan ijazah yang 

ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama;  

18. Surat keterangan atasan langsung dan data 



 

 

profil atasan langsung apabila ada pindah 

tugas dan atasannya berganti;  

19. Fotocopy Konversi NIP;  

20. Fotocopy SK Sumpah PNS;  

21. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;  

22. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak 

dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat 

lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan 

jabatan maka dapat diusulkan kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 

(satu) kali setelah memenuhi persyaratan: 

• memenuhi angka kredit kumulatif;  

• lulus uji kompetensi;  

• tersedia peta jabatan;  

• kualifikasi pendidikan sesuai dengan 

persyaratan jabatan;  

• penilaian kinerja sekurang-kurangnya 

berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir;  

• telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan  

• memenuhi persyaratan kenaikan pangkat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

3. Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Verifikasi Berkas oleh Tim Verifikator PANKAT 

• Pengusulan Berkas ke BKN 

• Permohonan Persetujuan SK Bupati melalui 

SEKRETARIAT Daerah; 

• Penerbitan Petikan SK Kenaikan Pangkat 

4. Waktu Penyelesaian  Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan Petikan SK Kenaikan Pangkat 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD Kabupaten 

Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi 

Pelaksana 

• SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 
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• SDM yang memiliki keterampilan mengelola data 

kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, 

bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang 

lain. 

10. Jumlah Pelaksana Minamal 6 (Enam) Orang Petugas. 

11. Pengawasan 

Internal 

• Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 

minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya 

dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan Khusus Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

  



 

 

8. Pelayanan Pelatihan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar CPNS 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897) sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6219);  

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6679); 

d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

a. Persyaratan Administratif Pelatihan 

Dasar CPNS: 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan 

sebagai CPNS; 

2. Surat pernyataan melaksanakan tugas 

dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta; 

3. Keterangan sehat dari dokter 

pemerintah; 

4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah 

asal peserta; 

5. pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; 

b. Persyaratan Administratif Latsar CPNS: 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan 

sebagai CPNS yang diangkat dari Tenaga 

Pengangkatan Khusus lainnya dari PPK; 

2. Surat pernyataan melaksanakan tugas 

dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta; 

3. Keterangan sehat dari dokter 

pemerintah; 

4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah 



 

 

asal peserta; 

c. pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan Latsar CPNS 

3 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

a. Mengolah database CPNS calon peserta 

Pelatihan Dasar CPNS dan/atau calon peserta 

Latsar CPNS 

b. Melakukan koordinasi awal dengan 

Lembaga Pelatihan Terakreditasi sesuai 

dengan perencanaan Pelatihan sebagaimana 

tercantum dalam DPA BKPSDM Kabupaten 

Merangin; 

c. Mempersiapkan panitia 

penyelenggara,sarana dan prasarana serta 

persyaratan penunjang penyelenggaraan 

Latsar CPNS; 

d. Menyusun proposal penyelenggaraan 

Latsar CPNS pola kerjasama dengan lembaga 

penyelenggara Pelatihan Terakreditasi; 

e. Menerima surat izin rekomendasi 

penyelenggaraan Latsar CPNS dengan pola 

kerjasama dari Lembaga Penyelenggara 

Pelatihan Terakreditasi; 

f. Mempersiapkan persyaratan administratif 

calon peserta Latsar CPNS; 

g. Pelaksanaan Latsar CPNS; 

h. Menyusun laporan penyelenggaraan 

Latsar CPNS; 

i. Mendokumentasikan laporan aktualisasi 

dan STTP Latsar CPNS. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Mekanisme waktu pelayanan sesuai rencana 

kegiatan penyelenggaraan Latsar CPNS dalam 

metode blended learning umumnya berkisar di 

angka 647 JP hingga 785 JP tergantung pada 

pola dan kurikulum instansi: 

a. Agenda 1 (Sikap Perilaku Bela Negara): 

Sekitar 19–24 JP (kombinasi e-learning, 

synchronous, dan asynchronous); 

b. Agenda 2 (Nilai-Nilai Dasar ASN / 

BerAKHLAK): Merupakan salah satu porsi 

terbesar, berkisar antara 30–45 JP lebih 

karena mencakup pendalaman Core Values 

ASN. 

c. Agenda 3 (Kedudukan dan Peran PNS 

dalam NKRI / Smart Governance): Berkisar 

antara 15–25 JP. 

d. Agenda 4 (Habituasi / Aktualisasi): 

Memakan alokasi waktu pembiasaan di tempat 

kerja selama 30 hari kerja dengan bimbingan 

dan seminar rancangan/laporan aktualisasi 



 

 

yang juga dihitung dalam bentuk JP 

bimbingan. 

5 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

Indek biaya disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku 

6 Produk Pelayanan a. Jumlah Pelatihan Dasar CPNS; 

b. Setelah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis Fungsional peserta 

mendapatkan STTPP (Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan) 

7 Penanganan, 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak langsung 

melalui subbid diklat BKPSDMD 

8 Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Scanner 

d. Jaringan Internet 

e. ATK 

f. Stempel 

9 Kompetensi Pelaksana a. Memahami kondisi organisai; 

b. Memahami panduan Organisasi seperti SOP; 

c. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

d. Memahami aturan pelaksana diklat; 

e. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan 

cermat; 

f. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Staf, Kepala Bidang 

PSDM dan Kepala BKPSDMD. 

11 Jumlah Pelaksana Staf 3 (tiga) orang. 

12 Jaminan Pelayanan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Standar pelayanan dapat ditetapkan dalam 

keputusan kepala organisasi perangkat 

daerah. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap Bulan terkait 

Program Kegiatan dan Pelayanan. 

  



 

 

9. Pelayanan Pindah Instansi/Mutasi antar Instansi 

NO KOMPONEN 

 

URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo PP 

17 tahun 2020. 

Peraturan BKN RI Nomor 5 tahun 2019 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 

Surat Edaran BKN No. 3/SE/VIII/2019 

tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Mutasi. 

 

2. Persyaratan 1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

Berstatus PNS;  

Analisis jabatan dan analisis beban kerja 

terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; 

Surat permohonan mutasi dari PNS yang 

bersangkutan menggunakan materai 

Rp.10000;  

Surat usul mutasi dari PPK instansi asal 

dengan menyebutkan jabatan yang akan 

diduduki; 

Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi 

asal dengan menyebutkan jabatan yang akan 

diduduki;  

Surat pernyataan dari instansi asal bahwa 

PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam 

proses atau menjalani hukuman disiplin 

dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh 

PPK atau pejabat lain yang menangani 

kepegawaian paling rendah menduduki JPT 

Pratama;  

Salinan / Foto copy sah SK CPNS, SK PNS 

dan SK Pangkat Terakhir dan/ atau jabatan 

terakhir dilegalisir;  

Salinan / Foto copy sah penilaian prestasi 

kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

Surat pernyataan tidak sedang menjalani 

tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat 

oleh PPK atau pejabat lain yang menangani 

kepegawaian paling rendah menduduki JPT 

Pratama; dan / atau ;  

Surat keterangan bebas temuan yang 

diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut 

berasal; 

Surat Keterangan Formasi dari Kepala Dinas 

asal dan tujuan tentang Formasi Jabatan 

(khusus tenaga Pendidik dan tenaga 



 

 

Kesehatan); 

Surat Rekomendasi Kepala OPD (Atasan 

Langsung); 

 

3. Sistem Mekanisme dan 

Prosedur 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

Pengajuan Usul mutasi oleh Pemohon 

Verifikasi Berkas 

Permintaan Pendapat/Rapat Mutasi oleh Tim 

TPK 

Pengajuan Nota Usul Mutasi ke Bupati 

Verifikasi/Teliti SK mutasi di Bagian Hukum 

Penandatangan SK Mutasi 

Penomoran Sk, Penerbitan Sk dan Petikan SK 

Penggandaan dan penyerahan SK Mutasi 

kepada PNS yang bersangkutan 

 

4. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 3 bulan 

 

5. Biaya Tarif  Gratis 

 

6. Produk Pelayanan : 

: 

Mutasi Keluar : Surat Persetujuan Pindah 

Instansi dari PPK 

Mutasi Masuk : Surat Usul Mutasi PPK, 

Pengusulan Pertimbangan Teknis ke BKN, 

Surat Pengangkatan dalam Jabatan (setelah 

penetapan SK Mutasi) 

 

7. Pengaduan  : • Datang Langsung ke Kantor BKPSDMD 

• Surat Resmi 

• Telepon/Whatsapp 

• Email ke : bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana Prasarana dan 

atau Fasilitas 

: a. Alat tulis Kantor 

b. Komputer 

c. Printer 

d. Ruang Kerja 

e. Meja Kursi 

f. Jaringan Internet 

 

9. Kompetensi Fungsional 

Kepegawaian/Pelaksan

a 

: a. Memahami aturan tentang persyaratan 

dan proses mutasi 

b. Mampu Mengoperasikan aplikasi 

Microsoft office 

c. Mampu berkomunikasi dengan baik 

 

10. Pengawas Internal  a. Kepala BKPSDMD Kab. Merangin 

b. Kabid Kepegawaian BKPSDMD Kab. 

Merangin 

 

11. Jumlah Pelaksana : 4 Orang, yang terdiri dari Pelaksana, 

Fungsional kepegawaian dan Kabid yang 

membidangi. 
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12. Jaminan Pelayanan  : a. Adanya Standar Operasional Prosedur 

b. Adanya Kode Etik Pegawai (Ramah dan 

Sopan) 

 

13. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

: a. Pelayanan dilakukan apabila berkas 

administrasi lengkap, dan di laksanakan 

cepat, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

b. Surat Keputusan yang diberikan 

terjamin keabsahannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

 

 

14. Evaluasi Kinerja : Dilaksanakan Evaluasi Kinerja setiap 3 bulan 

sekali 

 

15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

: • Facebook : BKPSDMD Merangin 

• Instagram : @bkpsdmd.merangin 

• Website : bkpsdmd.meranginkab.go.id 

16. Pelayanan Khusus : Pelayanan dilakukan melalui Website 

 

17. Atribut : Kartu Identitas dan seragam 

 

18. Waktu Pelayanan : • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 Wib 

• Jum’at 08.00 s/d 11.00 Wib 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar nasional dan 

cuti bersama libur 



 

 

10. Pelayanan Pindah Instansi/Mutasi antar OPD  

NO KOMPONEN 

 

URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo PP 

17 tahun 2020. 

Peraturan BKN RI Nomor 5 tahun 2019 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 

Surat Edaran BKN No. 3/SE/VIII/2029 

tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Mutasi. 

Surat Edaran Kepala BKN No 7 Tahun 2024 

tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated 

Mutasi dalam rangka Pengangkatan 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 

Aparatur Sipil Negara. 

 

2. Persyaratan 1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

Berstatus PNS;  

Analisis jabatan dan analisis beban kerja 

terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; 

Surat permohonan mutasi dari PNS yang 

bersangkutan menggunakan materai 

Rp.10000;  

Surat Menerima dari OPD Tujuan 

Surat Melepas dari OPD Asal 

Surat Rekomendasi Kepala Dinas (bagi tenaga 

Kesehatan/tenaga Pendidikan 

Salinan / Foto copy sah SK CPNS, SK PNS 

dan SK Pangkat Terakhir dan/ atau jabatan 

terakhir dilegalisir;  

Salinan / Foto copy sah penilaian prestasi 

kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

Minimal masa kerja 2 tahun pada OPD yang 

lama 

 

3. Sistem Mekanisme dan 

Prosedur 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

Pengajuan Usul mutasi oleh Pemohon 

Verifikasi Berkas 

Permintaan Pendapat/Rapat Mutasi oleh Tim 

TPK 

Input Usul Mutasi ke I-Mut 

Pengajuan Nota Usul Mutasi ke Bupati 

Penandatangan/Teliti SK Mutasi KE Bagian 

Hukum 

Penomoran Sk, Penerbitan Sk dan Petikan SK 

Penggandaan dan penyerahan SK Mutasi 

kepada PNS yang bersangkutan 



 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 waktu penyelesaian pekerjaan menyesuaikan 

kondisi keberadaan pejabat yang berwenang 

serta volume berkas yang dikerjakan. 

 

4. Jangka Waktu Penyelesaian  4 bulan 

 

5. Biaya Tarif  Gratis 

 

6. Produk Pelayanan : 

: 

Petikan SK Mutasi antar OPD bagi PNS 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Merangin 

 

7. Sarana Prasarana dan atau 

Fasilitas 

: g. Alat tulis Kantor 

h. Komputer 

i. Printer 

j. Ruang Kerja 

k. Meja Kursi 

l. Jaringan Internet 

 

8. Kompetensi Fungsional 

Kepegawaian/Pelaksana 

: d. Memahami aturan tentang persyaratan 

dan proses mutasi 

e. Mampu Mengoperasikan aplikasi 

Microsoft office 

f. Mampu berkomunikasi dengan baik 

 

9. Pengawas Internal  c. Kepala BKPSDMD Kab. Merangin 

d. Kabid Kepegawaian BKPSDMD Kab. 

Merangin 

 

10. Jumlah Pelaksana : 4 Orang ,yang terdiri dari, Pelaksana, 

Fungsional kepegawaian dan Kabid yang 

membidangi. 

 

11. Jaminan Pelayanan  : c. Adanya Standar Operasional Prosedur 

d. Adanya Kode Etik Pegawai (Ramah dan 

Sopan) 

 

12. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 

 c. Pelayanan dilakukan apabila berkas 

administrasi lengkap, dan di laksanakan 

cepat, tepat da dapat dipertanggungjawabkan 

d. Surat Keputusan yang diberikan 

terjamin keabsahannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

 



 

 

  13 Evaluasi Kinerja  Dilaksanakan Evaluasi Kinerja setiap 4 bulan 

sekali 

 

14. Sistem Informasi Pelayanan 

Publik 

: • Facebook : BKPSDMD Merangin 

• Instagram : @bkpsdmd.merangin 

Website : bkpsdmd.meranginkab.go.id 

15. Pelayanan Khusus : Pelayanan dilakukan melalui Website 

•  

16. Atribut : Kartu Identitas dan seragam 

 

17. Waktu Pelayanan : • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 Wib 

• Jum’at 08.00 s/d 11.00 Wib 

Sabtu, Minggu, Hari Besar nasional dan cuti 

bersama libur 



 

 

11. Pelayanan Pengajuan Pensiun 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar 

Hukum 

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 

Pegawai; 

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah 

dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kesembilas Belas Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Penetapan Pensiun pokok Pensiun Pegawai 

Negeri Sipildan Janda/Dudanya; 

• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

NegaraNomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

• Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian 

serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. 

 

2. Syarat • Surat pengantar dari Dinas/Instansi;  

• Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 

• Foto Copy sah SK CPNS/Capeg; 

• Foto copy sah SK PNS; 

• Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir; 

• Foto Copy sah KK; 

• Foto Copy sah Surat Nikah; 

• Foto Copy sah Akte Kelahiran Anak yang masih 

menjadi tanggungan; 

• Foto copy SKP 1 tahun terakhir;  

• Surat pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 

Terakhir; 

• Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses 

Peradilan Atau Pernah Dipidana Penjara 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah 

Berkekuatan Hukum Tetap; 

• Pas Photo Ukuran 3x4 cm latar belakang merah 

sebanyak 3 Lembar; 

• Foto copy KTP 

• Foto copy NPWP 



 

 

• Foto copy buku rekening 

• Untuk PNS yang meninggal dunia ditambah antara 

lain : 

• Akta Kematian dari Dukcapil atau Surat 

keterangan meninggal dunia dari 

camat/lurah/desa 

• Surat Keterangan Kejandaan dari 

camat/lurah/desa 

• Surat Keterangan Ahli waris dari 

camat/lurah/desa 

 

3. Sistem, 

Mekanisme 

dan 

Prosedur 

• Pemohon melalui unit kerjanya mengajukan 

usulan pensiun ke BKPSDMD dengan 

melengkapi persyaratan; 

• Pelaksana Kepegawaian menerima dan 

• memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan 

• Pemohon; 

• Bila berkas sudah lengkap dan sesuai dengan 

• database kepegawaian selanjutnya dilakukan 

input peremajaan data pada SIASN; 

• Setelah dilakukan peremajaan data lalu dicetak 

DPCP; 

• PNS yang bersangkutan lalu mengoreksi DPCP dan 

jika sudah sesuai PNS tersebut 

menandatanganinya; 

• DPCP yang telah ditandatangani dikoreksi oleh 

Kabid lalu dinaikkan ke kepala BKPSDMD untuk 

ditandatangani; 

• Lalu DPCP tersebut dan bahan lainnya discan dan 

di buat format pdf; 

• Setelah bahan lengkap, kemudian diusulkan 

melalui usul pensiun pada SIASN; 

• lalu dicek pada inbox usul apakah perteknya 

sudah ditandatangani atau ada perbaikan yang 

harus dilakukan; 

• Pertek yang telah ditandatangani lalu di cek pada 

buat surat keputusan, apabila sudah ada lanjut 

dengan cetak SK; 

• SK yang telah dicetak dikoreksi oleh kabid dan 

Kepada BKPSDMD dan dibuat nota dinas untuk 

mohon ditandatangani oleh bupati; 

• SK yang telah ditandatangani oleh bupati 

diserahkan pada PNS yang bersangkutan dan 

tembusannya pada unit kerja yang bersangkutan, 

taspen dan BPKAD; 

• SK tersebut diunggah pada SIASN dan selesai 

 

4. Waktu 

Penyelesaian  

Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 



 

 

6. Produk 

Layanan 

Surat Keputusan Pensiun PNS 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD Kabupaten 

Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai 

mekanisme yang berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 

8. Sarana, 

Prasarana 

dan Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi 

Pelaksana 

• SDM yang memiliki pengetahuan dibidang 

kelembagaan dan program program kegiatan; 

• SDM yang memiliki keterampilan mengelola data 

kelembagaan yang telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, 

bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang 

lain. 

10. Jumlah 

Pelaksana 

Minimal 2 (dua) Orang Petugas. 

11. Pengawasan 

Internal 

• Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah 

dan pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan 

Pelayanan 

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

13. Jaminan 

Keamanan 

dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

14. Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 

minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya 

dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

 

15. Sistem 

Informasi 

Pelayanan 

Publik 

• Facebook: BKPSDMD Merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

 

16. Pelayanan 

Khusus 

Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

mailto:bkd.merangin@gmail.com


 

 

Pelayanan • Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

 

  



 

 

12. Pelayanan Peninjauan Masa Kerja 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN); 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 

17 Tahun 2020; 

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);  

• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang 

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan 

Digital Nasional; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

• PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 98 

Tahun 2000 → aturan utama Peninjauan Masa Kerja; 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026; 

• Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 aturan teknis 

pelaksanaan; 

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi; dan  

• Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah 

Kabupaten Merangin. 

 2. Syarat • Surat usul/pengantar dari OPD 

• SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir; 

• Ijazah dan transkrip nilai saat melamar CPNS; 

• SK Pengangkatan dari tempat kerja lama (asli & fotokopi 

sah) 

• SK Pemberhentian dari tempat kerja lama (asli & fotokopi 

sah) 

• Daftar Riwayat Pekerjaan 

• Bukti gaji/honorarium masa kerja lama 

• Fotokopi sah Kartu Pegawai  

• Syarat lainnya apabila diperlukan. 

 3. Sistem, 

Mekanisme dan 

Prosedur 

• Pengusulan Berkas oleh Pegawai; 

• Verifikasi Berkas oleh Tim Verifikator Peninjauan Masa 

Kerja 



 

 

• Pengusulan Berkas ke BKN 

• Permohonan Persetujuan SK Bupati melalui 

SEKRETARIAT Daerah; 

• Penerbitan Petikan SK Peninjauan Masa Kerja. 

4. Waktu 

Penyelesaian  

Tentatif 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan Petikan SK Peninjauan Masa Kerja 

7. Pengaduan • Datang langsung ke Kantor BKPSDMD Kabupaten 

Merangin. 

• Surat resmi. 

• Telepon/WhatsApp. 

• SP4N-LAPOR! (apabila diterapkan). 

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang 

berlaku.  

Email resmi: bkd.merangin@gmail.com 

 8. Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

• Ruang Tunggu ber AC; 

• Meja; 

• Kursi; 

• Tempat Parkir. 

9. Kompetensi 

Pelaksana 

• Jika berkas kurang lengkap (BTL) atau tidak memenuhi 

syarat (TMS), akan dikembalikan 

• PMK diajukan cukup 1 kali saja untuk seluruh masa 

kerja sebelumnya 

• Berlaku untuk penyesuaian gaji pokok, bukan untuk 

kenaikan pangkat 

• Jika masa kerja lama terputus-putus dan kurang dari 1 

tahun masing-masing, tidak dapat diperhitungkan 

10. Jumlah Pelaksana Minamal 2 (dua) Orang Petugas. 

11. Pengawasan 

Internal 

• Supervisi atasan langsung; 

• Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan; 

• Dilaksanakan secara berkala. 

12. Jaminan 

Pelayanan 

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 13. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

 

mailto:bkd.merangin@gmail.com


 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 

(satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan 

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja 

pelayanan. 

 15. Sistem Informasi 

Pelayanan Publik 

• Facebook: merangin 

• Instagram: @bkpsdmd.merangin 

• Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id 

• Mola ASN digital 

 16. Pelayanan Khusus Pelayanan Dilakukan Melalui Website 

17. Atribut Kartu Identitas dan Seragam 

18. Waktu Pelayanan • Senin s/d Kamis 08.00 s/d 15.30 WIB 

• Jumat 08.00 s/d 11.00 WIB 

• Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti Bersama 

Libur 

  



 

 

13. Pelayanan Pemberian Tugas Belajar 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

d. Peraturan Bupati Merangin Nomor 64 

Tahun 2022 tentang Pengembangan 

Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui 

Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Merangin sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Merangin 

Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 64 

Tahun 2022 Tentang Pengembangan 

Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui 

Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Merangin 

2 Persyaratan Pelayanan a. Surat Izin dan Rekomendasi untuk 

mengikuti Tes seleksi masuk perguruan tinggi 

b. Photocopy SK CPNS 

c. Photocopy SK PNS 

d. Photocopy SK Pangkat Terakhir 

e. Photocopy SK Jabatan Terakhir 

f. Photocopy SKP 2 (dua) Tahun terakhir 

g. Photocopy Keterangan dokter yang 

menyatakan sehat jasmani dan rohani 

h. Surat keterangan sedang tidak dalam 

hukuman disiplin BKPSDMD 

i. Surat keterangan bersedia menanggung 

biaya sendiri 

j. Surat keterangan bebas kasus 

Inspektorat 

k. Surat pernyataan tidak menuntut 

penyesuaian ijazah kecuali ada formasi 

(materai 10.000) 

l. Surat Pernyataan bersedia mengabdi di 

kab. Merangin (materai 10.000) 

m. Surat akreditasi prodi terbaru 

n. Ijazah dan transkip nilai terakhir 

o. Surat pengantar persetujuan dari dinas / 

opd 

p. Melampirkan jadwal perkuliahan 

q. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja 

(ANJAB/ ABK) dari Dinas/ opd 

r. Melampirkan surat izin dikti pelaksanaan 

perkuliahan jarak jauh 



 

 

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Pemohon mengajukan rekomendasi 

mengikuti seleksi akademik kepada 

BKPSDMD melalui OPD masing- masing 

b. Menerima berkas usul permohonan 

rekomendasi mengikuti seleksi akademik dari 

OPD dan mendisposisikan sesuai alur surat- 

menyurat sampai kepada Kepala Bidang 

PSDM 

c. Kepala Bidang memberikan disposisi/ 

menugaskan pegawai yang berkompeten 

untuk melakukan verifikasi dan validasi data 

d. Memasukan usulan permohonan 

rekomendasi kedalam data usulan untuk 

selanjutnya sebagai bahan rapat Tim Seleksi 

Tugas Belajar 

e. Berkas permohonan yang lolos seleksi 

rapat tim selanjutnya dibuatkan surat 

rekomendasi mengikuti seleksi akademik 

tugas belajar 

f. Setelah rekomendasi dikeluarkan, 

pemohon diperkenankan untuk mengikuti 

seleksi akademik sesuai perguruan tinggi dan 

jurusan yang direkomendasikan 

g. setelah pemohon lulus seleksi akademik, 

pemohon dipersilahkan mengajukan usulan 

pemberian tugas belajar dengan melampirkan 

bukti kelulusan seleksi akademiknya 

h. proses selanjutnya adalah penerbitan 

Surat Keputusan pemberian tugas belajar 

pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati 

4 Jangka Waktu Penyelesaian ± 6 Bulan 

5 Biaya / Tarif Rp. 0 (Gratis) 

6 Produk Pelayanan Surat Keputusan Bupati Merangin tentang 

Pemberian Tugas Belajar 

7 Penanganan, Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran, dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak 

langsung melalui Subkoor Pengembangan 

Karir dan Kesejateraan Pegawai BKPSDMD 

atau langsung ke pemroses 

 

8 

 

Sarana Prasarana dan/atau 

Fasilitas 

a. Alat Tulis Kantor 

b. Komputer 

c. Printer 

d. Ruang Rapat Tim Seleksi Tugas Belajar 

 

 

 

9 

 

 

 

Kompetensi Pelaksana 

a. Memahami Peraturan dan Perundangan-

undangan yang berlaku 

b. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi 

c. Mampu bersikap sopan, ramah dan 



 

 

komunikatif 

d. Disiplin dan taat waktu pelayanan 

e. Paham akan tupoksi dan mengetahui 

rincian tugas terkait pelaksanaan pekerjaan 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Subkoor 

Pengembangan Karir dan Kesejahteraan 

Pegawai, Kepala Bidang PSDM, Sekretaris 

Sampai Kepada Kepala BKPSDMD, Bagian 

Hukum, Sekretaris Daerah, dan Bupati. 

11 Jumlah Pelaksana a. Petugas Front Office : 4 Orang 

b. Jabatan Fungsional : 2 Orang 

c. Jabatan Pelaksana : 1 Orang 

12 Jaminan Pelayanan a. Adanya Standar Operasional Prosedur 

b. Adanya Kode Etik Pegawai 

c. Tidak ada Diskriminasi terhadap pemohon 

13 Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 

a. Setiap identitas pemohon akan dijaga 

kerahasiaannya 

b. Jika dalam berkas permohonan ada 

kekurangan atau membutuhkan penjelasan lebih 

lanjut jika terdapat nomor telepon pemohon, 

maka akan dihubungi lewat telepon 

 

 

c. Apabila Surat Keputusan Tugas Belajar 

sudah diterbitkan namun belum diambil, akan 

disimpan terlebih dahulu sampai pemohon 

mengambilnya, Jika belum diambil maka akan 

dihubungi melalui telpon lewat Bagian 

Kepegawaian OPD Pemohon 

14 Waktu Pelayanan d. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.30 

e. Jumat jam 08.00 s/d 11.30 

Sabtu, Minggu, Hari Besar Nasional dan Cuti 

Bersama Libur 

15 Evaluasi Kinerja Pelaksana Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan 

terkait program kegiatan, sosisalisasi, dan 

pelayanan 

  



 

 

14. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional  

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897) sebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6219); 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6679); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6852); 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama 

Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama 

Daerah Dengan Pihak Ketiga; 

f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural, 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural; 

g. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan. 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

a. Persyaratan Administratif 

1. Mendapat persetujuan dari PPK / 

diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB; 

2. PNS dengan pangkat dan golongan ruang 

terakhir paling rendah Pembina (IV/a) dan 

telah menduduki jabatan JPT Pratama, JA 



 

 

atau paling rendah JF ahli madya; 

b. Persyaratan Dokumen 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan 

dalam jabatan terakhir; 

2. Surat tugas PPK atau PyB bagi Peserta 

yang berstatus Pegawai ASN; 

3. PNS yang belum menduduki JPT Pratama 

menyerahkan surat tanda tamat pelatihan 

lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan 

Administrator atau nama lain yang setara atas 

persetujuan tertulis dari Kepala LAN; 

4. Keterangan sehat dari dokter pemerintah 

Keterangan bebas narkotika dan obat terlarang 

dari lembaga yang berwenang; 

5. Pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan PKN yang dituangkan dalam 

bentuk pakta integritas; 

c. Batas Usia 

1. Paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas 

usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang 

menduduki JA; paling rendah JF ahli madya; 

2. Paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas 

usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang 

menduduki JPT Pratama atau JF Ahli Utama; 

3 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

a. Menerima informasi / penawaran 

pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

dan melakukan koordinasi awal dengan 

Lembaga Penyelenggara Pelatihan 

Terakreditasi; 

b. Memverifikasi database pejabat 

struktural yang belum mengikuti pelatihan 

kepemimpinan nasional ; 

c. Menyelenggarakan rapat tim seleksi 

peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional ; 

d. Mendaftarkan calon peserta pelatihan 

melalui sistem pendaftaran daring LAN 

“SIPENDAR”; 

e. Membuat Nota Kesepakatan Bersama 

antara Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Merangin dan Kepala lembaga 

Pelatihan Terakreditasi tentang Pelatihan 

dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP); 

f. Menerima surat panggilan mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional ; 

g. Menyiapkan persyaratan administratif 

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional ; 

h. Peserta mengikuti Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional ; 

i. Menerima surat pengembalian peserta 



 

 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional ; 

j. Mendokumentasikan laporan Aktualisasi 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan STTP. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

a. Mekanisme waktu pelayanan sesuai SOP 

Pelatihan Kepemimpinan; 

b. Agenda PKN dilaksanakan selama 887 

(delapan ratus delapan puluh tujuh) JP yang 

dapat dilaksanakan selama 101 (seratus satu) 

Hari Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:  

1. selama 221 (dua ratus dua puluh satu) 

JP yang dapat dilaksanakan selama 27 (dua 

puluh tujuh) Hari Pelatihan bertempat di 

tempat penyelenggaraan PKN ; dan; 

2. selama 666 (enam ratus enam puluh 

enam) JP yang dapat dilaksanakan selama 74 

(tujuh puluh empat) Hari Pelatihan bertempat 

di Instansi Pemerintah asal Peserta. 

5 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

Indek biaya disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku 

6 Produk Pelayanan a. Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Nasional ; 

b. Setelah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan peserta mendapatkan STTPP (Surat 

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan). 

7 Penanganan, 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak langsung 

melalui subbid diklat BKPSDMD 

8 Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Scanner 

d. Jaringan Internet 

e. ATK 

f. Stempel 

9 Kompetensi Pelaksana a. Memahami kondisi organisai; 

b. Memahami panduan Organisasi seperti SOP; 

c. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

d. Memahami aturan pelaksana diklat; 

e. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan 

cermat; 

f. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Staf, Kepala Bidang 

PSDM dan Kepala BKPSDMD. 

11 Jumlah Pelaksana Staf 3 (tiga) orang. 

12 Jaminan Pelayanan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Standar pelayanan dapat ditetapkan dalam 

keputusan kepala organisasi perangkat 

daerah. 

14 Evaluasi Kinerja Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap Bulan terkait 



 

 

Pelaksana Program Kegiatan dan Pelayanan. 



 

 

15. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897);  

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 



 

 

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama 

Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama 

Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan;  

h. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan; 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

a. Persyaratan Administratif 

1. PNS dengan pangkat dan golongan ruang 

terakhir paling rendah Penata dan Golongan 

Ruang III/c dengan masa kerja paling rendah 

3 (tiga) tahun dalam golongan ruang tersebut 

atau JF yang setara dengan pangkat Penata 

Tingkat I dan Golongan Ruang III/d; 

2. PNS dengan Jabatan Pengawas atau 

Jabatan Administrator atau JF yang setara 

dengan Jabatan Pengawas atau Jabatan 

Administrator; 

3. PNS yang tidak menduduki dalam 

Jabatan Administrator, harus lulus seleksi 

calon Peserta; 

4. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau 

PyB sesuai ketentuan yang berlaku / 

mendapat persetujuan dari PPK. 

b. Persyaratan Dokumen 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan 

dalam jabatan terakhir; 

2. Surat tugas PPK atau PyB bagi Peserta 

yang berstatus Pegawai ASN; 

3. Keterangan sehat dari dokter 

pemerintah; 

4. Keterangan bebas narkotika dan obat 

terlarang dari lembaga yang berwenang; 

5. Pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan PKA yang dituangkan dalam 

bentuk pakta integritas. 

c. Batas Usia 

1. 8 (delapan) tahun sebelum batas usia 



 

 

pensiun Jabatan Administrator bagi calon 

Peserta yang masih menduduki Jabatan 

Pengawas atau JF yang setara dengan 

Jabatan Pengawas; 

2. 5 (lima) tahun sebelum batas usia 

pensiun Jabatan Administrator bagi calon 

Peserta yang telah menduduki Jabatan 

Administrator atau JF yang setara dengan 

Jabatan Administrator. 

3 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 
a. Menerima informasi / penawaran 

pelatihan Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator dan melakukan koordinasi 

awal dengan Lembaga Penyelenggara 

Pelatihan Terakreditasi; 

b. Memverifikasi database pejabat 

struktural yang belum mengikuti pelatihan 

kepemimpinan Administrator; 

c. Menyelenggarakan rapat tim seleksi 

peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator; 

d. Mengusulkan calon peserta pelatihan 

kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan 

Terakreditasi; 

e. Membuat Nota Kesepakatan Bersama 

antara Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Merangin dan Kepala lembaga 

Pelatihan Terakreditasi tentang Pelatihan 

dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP)/ 

Biaya Mandiri; 

f. Menerima surat panggilan mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator; 

g. Menyiapkan persyaratan administratif 

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator; 

h. Peserta mengikuti Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator; 

i. Menerima surat pengembalian peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator; 

j. Mendokumentasikan laporan 

Aktualisasi Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator dan STTP. 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
a. Mekanisme waktu pelayanan sesuai SOP 

Pelatihan Kepemimpinan; 

b. Agenda Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator dilaksanakan selama 797 (tujuh 

ratus sembilan puluh tujuh) JP atau setara 

dengan 91 (sembilan puluh satu) hari dengan 



 

 

rincian:  

1. Selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) 

JP yang dapat dilaksanakan selama 31 (tiga 

puluh satu) Hari Pelatihan bertempat di 

tempat penyelenggaraan PKA; dan 

2. Selama 540 (lima ratus empat puluh) JP 

yang dilaksanakan paling singkat 60 (enam 

puluh) Hari Kalender bertempat di Instansi 

Pemerintah asal Peserta. 

5 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

Indek biaya disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku 

6 Produk Pelayanan a. Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator; 

b. Setelah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan peserta mendapatkan STTPP (Surat 

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan). 

7 Penanganan, 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak langsung 

melalui subbid diklat BKPSDMD 

8 Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Scanner 

d. Jaringan Internet 

e. ATK 

f. Stempel 

9 Kompetensi Pelaksana a. Memahami kondisi organisai; 

b. Memahami panduan Organisasi seperti SOP; 

c. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

d. Memahami aturan pelaksana diklat; 

e. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan 

cermat; 

f. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Staf, Kepala Bidang 

PSDM dan Kepala BKPSDMD. 

11 Jumlah Pelaksana Staf 3 (tiga) orang. 

12 Jaminan Pelayanan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Standar pelayanan dapat ditetapkan dalam 

keputusan kepala organisasi perangkat 

daerah. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap Bulan terkait 

Program Kegiatan dan Pelayanan. 

  



 

 

16. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897);  

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 



 

 

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama 

Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama 

Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan;  

i. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan; 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

a. Persyaratan Administratif 

1. PNS dengan pangkat dan golongan ruang 

terakhir paling rendah penata muda tingkat I 

dan golongan ruang III/b atau JF yang setara 

dengan pangkat penata muda tingkat I dan 

golongan ruang III/b; 

2. PNS dengan Jabatan Pelaksana atau 

Jabatan Pengawas atau JF yang setara 

dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan 

Pengawas; 

3. PNS dengan pangkat dan golongan ruang 

Penata Muda Tingkat I dan golongan ruang 

III/b dengan Jabatan Pelaksana memiliki 

masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 (dua) 

tahun; 

4. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau 

PyB sesuai ketentuan yang berlaku / 

mendapat persetujuan dari PPK 

b. Persyaratan Dokumen 

1. Surat keputusan tentang pengangkatan 

dalam jabatan terakhir; 

2. Surat tugas PPK atau PyB bagi Peserta 

yang berstatus Pegawai ASN; 

3. Keterangan sehat dari dokter 

pemerintah; 

4. Keterangan bebas narkotika dan obat 

terlarang dari lembaga yang berwenang; 

5. Pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan PKP yang dituangkan dalam 

bentuk pakta integritas 

c. Batas Usia 

1. 10 

(sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun 

bagi calon Peserta yang masih menduduki 



 

 

Jabatan Pelaksana atau JF yang setara 

dengan Jabatan Pelaksana; 

2. 8 

(delapan) tahun sebelum batas usia pensiun 

bagi calon Peserta yang telah menduduki 

Jabatan Pengawas atau JF yang setara 

dengan Jabatan Pengawas. 

3 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 
a. Menerima informasi / penawaran 

pelatihan Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas; dan melakukan koordinasi awal 

dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan 

Terakreditasi; 

b. Memverifikasi database pejabat 

struktural yang belum mengikuti pelatihan 

kepemimpinan Pengawas; 

c. Menyelenggarakan rapat tim seleksi 

peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

d. Mengusulkan calon peserta pelatihan 

kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan 

Terakreditasi; 

e. Membuat Nota Kesepakatan Bersama 

antara Kepala Badan Kepegawaian; dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Karanganyar dan Kepala lembaga 

Pelatihan Terakreditasi tentang Pelatihan 

dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP)/ 

Biaya Mandiri; 

f. Menerima surat panggilan mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

g. Menyiapkan persyaratan administratif 

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas; 

h. Peserta mengikuti Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas; 

i. Menerima surat pengembalian peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

j. Mendokumentasikan laporan 

Aktualisasi Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas dan STTP; 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

a. Mekanisme waktu pelayanan sesuai SOP 

Pelatihan Kepemimpinan 

b. Agenda PKP dilaksanakan selama 830 

(delapan ratus tiga puluh) JP atau setara 

dengan 96 (sembilan puluh enam) hari dengan 

rincian: 

1. Selama 290 (dua ratus sembilan puluh) 

JP yang dapat dilaksanakan selama 36 (tiga 

puluh enam) Hari Pelatihan bertempat di 

tempat penyelenggaraan PKP; dan 



 

 

2. Selama 540 (lima ratus empat puluh) JP 

yang dilaksanakan paling singkat 60 (enam 

puluh) Hari Kalender bertempat di Instansi 

Pemerintah asal Peserta. 

5 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

Indek biaya disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku 

6 Produk Pelayanan a. Jumlah Peserta Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas; 

b. Setelah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan peserta mendapatkan STTPP (Surat 

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan). 

7 Penanganan, 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran dan masukan dapat 

disampaikan langsung maupun tidak langsung 

melalui subbid diklat BKPSDMD 

8 Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Scanner 

d. Jaringan Internet 

e. ATK 

f. Stempel 

9 Kompetensi Pelaksana a. Memahami kondisi organisai; 

b. Memahami panduan Organisasi seperti SOP; 

c. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

d. Memahami aturan pelaksana diklat; 

e. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan 

cermat; 

f. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Staf, Kepala Bidang 

PSDM dan Kepala BKPSDMD. 

11 Jumlah Pelaksana Staf 3 (tiga) orang. 

12 Jaminan Pelayanan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Standar pelayanan dapat ditetapkan dalam 

keputusan kepala organisasi perangkat 

daerah. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap Bulan terkait 

Program Kegiatan dan Pelayanan. 

  



 

 

17. Pelayanan Diklat Teknis dan Fungsional 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6679); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6852); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Kepegawaian Negara; 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

a. Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. Surat Tugas dari Kepala SKPD; 

c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 

Pemerintah; 

d. Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti 

Diklat; 

e. Pas Foto 4 x 6 (pakaian putih, berdasi dan 

background merah); 

f. Wajib diasramakan dengan mematuhi 

segala peraturan yang berlaku; 

3 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 
a. Petugas membuat surat ke OPD tentang 

permintaan personil untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional 

tertentu; 

b. OPD mengirimkan personil sesuai dengan 

permintaan dengan membawa persyaratan – 

persyaratan yang diperlukan; 

c. Apabila persyaratan telah terpenuhi, 

personil yang dikirimkan berhak untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan 

mamatuhi segala peraturan yang berlaku, 

sedangkan personil yang tidak memenuhi 

persyaratan dikembalikan ke OPD pengirim dan 



 

 

 

 

bisa diganti dengan personil yang lain yang 

sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan; 

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
 Mekanisme waktu pelayanan sesuai SOP 

5 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

Indek biaya disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku 

6 Produk Pelayanan Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis Fungsional peserta mendapatkan STTPP 

(Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) 

7 Penanganan, 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

Aduan, saran dan masukan dapat disampaikan 

langsung maupun tidak langsung melalui subbid 

diklat BKPSDMD 

8 Sarana, Prasarana 

dan Fasilitas 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Scanner 

d. Jaringan Internet 

e. ATK 

f. Stempel 

9 Kompetensi Pelaksana a. Memahami kondisi organisai; 

b. Memahami panduan Organisasi seperti SOP; 

c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 

d. Memahami aturan pelaksana diklat; 

e. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan 

cermat; 

f. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

10 Pengawas Internal Berjenjang mulai dari Subkoor, Kepala Bidang 

PSDM dan Kepala BKPSDMD. 

11 Jumlah Pelaksana Staf 3 (tiga) orang. 

12 Jaminan Pelayanan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

13 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

Standar pelayanan dapat ditetapkan dalam 

keputusan kepala organisasi perangkat daerah. 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap Bulan terkait 

Program Kegiatan dan Pelayanan. 


